
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKAN 
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2023 

NO KETERANGAN JUMLAH 
1 2 3 
1 Jumlah seluruh ASN 10 

a. Wajib LHKPN 1 
b. Tidak Wajib LHKPN 9 

2 ASN Wajib LHKPN yang telah melaksanakan Pelaporan Harta 
Kekayaan melalui LHKPN 

1 

3 ASN Wajib LHKPN yang belum melaksanakan Pelaporan Harta 
Kekayaan melalui LHKPN 

0 

4 ASN Tidak Wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta 
kekayaan melalui SPT Tahunan 

8 

5 ASN Tidak Wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi 
harta kekayaan melalui SPT Tahunan 

1 

6 Jumlah ASN yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) 

1 



LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) 
TAHUN 2023 

OPD : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN 

NO NAMA JABATAN 

LAMPIRAN 
BUKTI 

DUKUNG 
LAPORAN 

SPT 

1 Budi Wibowo, S.H. Kepala Bagian Hukum Ada 

2 Ika Puspitaria, SH, M.M. SubKoordinator Peraturan 
Perundang-undangan 

Ada 

3 Riska Purbasari, S.H., M.H. Subkoordinator Penyuluhan dan 

Bantuan Hukum 

Ada 

4 Yuniar Kustanti Hadiningtyas, S.H. SubKoordinator Dokumentasi dan 
Publikasi 

Ada 

5 Eka Puspitadewi, S.H. Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama 

Ada 

6 Jahid Karimullah, S.H., M.H. Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Perancangan 
Peraturan Perundang-undangan 

Ada 

7 Poppy Praptiningtyas S, S.H. Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama 

Ada 

8 Dien Zaelani, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Ada 

9 Assa Yuninta Mentari, S.H. Analis Hukum Ahli Pertama (JF 
Belum Dilantik) 

Tidak Ada 

10 Wahyu Sriningsih Pengelola Data Ada 

a.n.  Wali Kota Madiun
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Budi Wibowo, S.H. 
Pembina Tingkat I 
NIP 197501171996021001 
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